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ABSTRAK
PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

BIDANG KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995 - 2000)

Realitas yang ada dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, meskipun
sudah berusia lebih dari satu abad, tetapi hukum materialnya masih sangat
bervariasi atau berserakan di dalam berbagai buku figh yang dalam memberi
solusi terhadap masalah hukum tidak selalu sama. Kenyataan ini memberi dampak
kurang baik bagi penyelenggaraan Peradilan Agama, yaitu tidak adanya kepastian
atau kelugasan hukum. Sering terjadi, bahwa terhadap satu kasus hukum yang
sama, lahir putusan yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Putusan seorang
hakim di suatu tempat atau waktu terhadap satu jenis kasus, sering berbeda
dengan putusan hakim di tempat lain atau di waktu yang lain. Hal ini dipandang
dari sudut prinsip menegakkan kepastian hukum bagi suatu lembaga peradilan
merupakan kenyataan yang tidak sehat. Juga akan berdampak kurang baik bagi
para pihak yang berperkara dalam masalah hukum yang sama di pengadilan yang
berbeda pada lingkungan Peradilan Agama tetapi putusannya berbeda.

Melalui proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemerintah berusaha
menyusun sebuah buku figh (hukum Islam) sebagai hukum material di lingkungan
Peradilan Agama dan sebagai pedoman atau rujukan para hakim agama dalam
memutuskan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan,
Dikarenakan KHI dikeluarkan dalam bentuk Inpres, maka timbullah beberapa
masalah, yang pada garis besarnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu orang yang
berpendapat bahwa menggunakan KHI tersebut adalah wajib dan yang
berpendapat bahwa KHI hanya sekedar buku terapan saja.

Keadaan yang demikian, membuat penyusun ingin meneliti lebih jauh,
bagaimana kenyataan yang ada berkaitan dengan pemberlakuan KHI di
Pengadilan Agama, khususnya dalam menyelesaikan perkara kewarisan, serta
problematika yang dihadapi dalam pemberlakuan kompilasi tersebut. Dalam
penelitian ini, penyusun mengambil putusan Pengadilan Agama Sleman sebagai
obyek penelitian dalam rentang waktu tahun 1995 sampai 2000.

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan negara dan juga aturan normatifitas agama Islam,
maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis yang
mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan normatif yang
didasarkan kepada al-Qur’an, Sunnah Nabi, ijtihad ulama dan kaidah usuliyyah.

Berdasarkan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif dan
deduktif, maka dapat terungkap bahwa hakim-hakim di Pengadilan Agama
Sleman selaku pemegang kekuasaan dalam proses penyelesaian perkara
khususnya yang berkaitan dengan perkara kewarisan selalu menggunakan KHI
sebagai dasar hukum, selagi itu ditemukan dalam kompilasi tersebut. Hal tersebut
tentunya tanpa menafikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam
menyelenggarakan fungsi peradilan, memandulkan kreatifitas dan penalaran, serta
menutup pintu dalam usaha penerobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang
lebih aktual dan bersifat kekinian serta antisipatif.[]
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

—_— Fathah a a
—_— Kasroh i i
p ]
—_— Dammah u u
Contoh:
3 - kataba R . yazhabu
Jow -su’ila S5 - Zukira

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(G e Fathah dan ya - ai adani
g J— Fathah dan wawu  au adanu
Contoh:
S - kaify J y2- haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda:

vili



Tanda Nama Huruf Latin Nama

(§ wmeee Ve Fgthah dan alifatau alif a a dengan garis di atas
Maksurah
(& Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
s 9
L dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:
JG - gl J} - gila
&) - rama J sis- yaqil

. Ta’ Marbutah

Transliterasi ﬁntuk ta’ marbufah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbufah yang hidup atau yang mendapat harkat farhah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t).

b. 7Ta’ Marbufah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)

Contoh: d>b- Talpah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ¢a’ marbuyah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua ksta itu terpisah,
maka fa’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: &3+l &>y, - raugah al-Jannah

5.4



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu,

Contoh: \-: - rabbana

;-&3 - nu’imma
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf|

yaitu “J"”. Mamun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh qgamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : J-a-j,-“ — ar-rajulu

3 — as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf gamariyah,
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan
tanda sambung (-) '



Contoh: F’w‘ - &l-qalamu I - aljatily

Cz-\g-” - al-badi’u

7. Hamzah
Scbagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof, Namun ity hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila terlctak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
tee - Syai’un <ol - umirty
¢ 3 - an-nau’u 0 )-:\:»’-{3 - ta’khuziuna

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

AN p 4b & o 3 - Wainnalldha lahuws khair ar-rézigin

Oty SV 348 - Fa ‘gufi al kails wa al mizins

9, Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digur an

Xi



10.

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

J gy Y A2l 5 - wa mg Mupammadun illg Rasul

| u"w C" PR J}‘ OV - inna awwala baitin wugi’a linngsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain schingga ada kata lain schingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

ey A\ o jeal - nagrun minallahi wa fathun qorfb
Ve Y p - lillahi al-amru jami’an

Bagi merecka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu
tajwid, .

xil



Moto

Aol 4Bl
“Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu”
(al-Ihias (112) : 2)

“Harta yang paling berharga adalah keluarga,
Istana yang paling indah adalah keluarga,
Puisi yang paling bermakna adalah keluarga,

Mutiara tiada tara adalah keluarga."

(Novia Kolopaking, Keluarga Cemara)
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KATA PENGANTAR
S )Y OF gl d0an O 9 ouzgd Sy, 4B Va0 D o
Sof Udos Jo ol foo o glll | gy g odie diast OF ugaly

.whi,miw;diub}
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BAB I
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Adalah suatu kenyataan, bahwa meskipun sejarah Peradilan Agama di
Indonesia sudah berusia lebih dari satu abad, tetapi hukum materialnya masih
sangat bervariasi atau berserakan di dalam berbagai buku figh, yang dalam
memberi solusi terhadap masalah hukum tidak selalu sama. Kenyataan ini
memberi dampak kurang baik bagi penyelenggaraan Peradilan Agama, yaitu
tidak adanya kepastian atau kelugasan hukum.’

Sering terjadi, bahwa terhadap satu kasus hukum yang sama, lahir
putusan (vonis) yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Putusan seorang
hakim di suatu tempat atau waktu terhadap satu jenis kasus, sering berbeda
dengan putusan hakim di tempat lain atau di waktu yang lain. Hal ini
dipandang dari sudut prinsip menegakkan kepastian hukum bagi suatu
lembaga peradilan merupakan kenyataan yang tidak sehat. Juga akan
berdampak kurang baik bagi para pihak yang berperkara dalam masalah
hukum yang sama di pengadilan yang berbeda pada lingkungan Peradilan
Agama tetapi vonisnya berbeda.

Itulah sebabnya pemerintah melalui proyek Kompilasi Hukum Islam

menyusun sebuah buku figh (hukum Islam), sebagai hukum material di

! Tim Editor, “Wawasan Historis, Yuridis, dan Politis bagi Peradilan Agama dan

Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfud (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum
Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia (Y ogyakarta: UIl Press, 1993), him. 1X.



lingkungan Peradilan Agama dan sebagai pedoman atau rujukan para hakim
agama dalam memutuskan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan. Proyek ini dipandang sebagai wujud kerjasama antara Mahkamah
Agung dan Departemen Agama yang sangat penting bagi pembinaan hukum
Islam di Indonesia.”

Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia, Bapak H.
Moh. Soeharto telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991
kepada Menteri Agama untuk; Pertama, menyebarluaskan dan
mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku hukum
untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang
memerlukannya. Kedua, melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-

baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.’

% Pada tahun 1985 bertempat di Hotel Ambarukmo Yogyakarta terjadi penandatanganan
naskah proyek Kompilasi Hukum Islam oleh ketua Mahkamah Agung yang saat itu dijabat gle}}
Bapak Ali Said, S.H., dan Menteri Agama, Bapak Munawir Sadzali, M.A. Proyek Kompilasi
Hukum Islam tersebut berhasil diselesaikan pada tahun 1988. (Ibid.,)

3 M. Tahir Azhary, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif”, dalam Mimbar Hukum
No. 4 Tahun I1/1991, him. 14



Kompilasi Hukum Islam yang salah satu tujuannya adalah untuk
melengkapi hukum material Peradilan Agama, materi yang terkandung di
dalamnya juga yang sesuai dengan wewenang Peradilan Agama yang
tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989.* Materi
Kompilasi Hukum Islam meliputi:

o Buku I tentang Perkawinan
o Buku II tentang Kewarisan
o Buku Il tentang Perwakafan

Di antara materi yang terkandung dalam ketiga buku tersebut yang
nampak baru adalah buku II tentang kewarisan. Penyusunan Kompilasi
Hukum Islam mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-Undang No. 22
tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954 dan Undang-Undang No. 1
tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Adapun yang
berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-
undangan yang dijadikan rujukannya. Meskipun demikian, dapat ditemukan
dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum

kewarisan.’

% Dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, pasal 49 menyatakan bahwa :
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. perkawinan;
b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. wakaf dan shadaqah.

5 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, cet. ke-1
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), him. 28.
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Bidang kewarisan dan perwakafan (buku II dan buku III), pada
dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan
hukum perwakafan menurut pandangan fiigaha (dalam lingkungan tradisi
besar, meminjam istilah Redfiel) ke dalam bentuk ganun. Meskipun
demikian, terdapat hal yang terkait dengan tatanan masyarakat majemuk, di
antaranya ketentuan pasal 185 tentang Penggantian ahli waris
(plaatsvervulling)® dan pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian
yang kurang dari dua hektar.”

Ketentuan dalam pasal 189 menjadi menarik, karena merupakan
gagasan baru yang dituangkan menjadi suatu kaidah hukum yang mengacu
kepada kemaslahatan, yang menempatkan harta kewarisan sebagai simbol
kerukunan keluarga (dalam arti keluarga luas). Di samping itu, secara
ekonomis hal itu merupakan suatu upaya untuk menghindarkan terjadinya
pemilikan lahan pertanian (sebagai modal usaha di kalangan petani) yang
fragmentaris yang dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang tiada

berujung. Hal itu menunjukkan bahwa, hukum Islam saling terkait dengan

§ Pasal 185 menyebutkan :

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat
dengan yang diganti.

7 Dalam pasal 189 dinyatakan :

Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua
hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk
kepentingan bersama pada ahli waris yang bersangkutan.

Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena di antara para ahli
warls yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh
seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak
sesuai dengan bagiannya masing-masing.



unsur non-hukum, seperti ekonomi, struktur dan pola budaya umat Islam
dalam tatanan masyarakat Indonesia.®

Masalah kewarisan dalam perjalanannya di lingkungan Peradilan
Agama mengalami pasang surut dalam kewenangannya. Setelah dikeluarkan
Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka menjadi jelas dan kuatlah
kewenangan Peradilan Agama dalam hukum kewarisan. Itupun masih ada
ganjalan, yakni pada penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dikatakan
bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk
memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Sehingga dalam hal ini penyusun menganggap pemerintah agak
keberatan kalau masalah kewarisan orang Islam ditanganmi sepenuhnya oleh
Peradilan Agama. Bahkan isu pokok yang timbul serta menjadi sumber
perbedaan sikap terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Peradilan
Agama (RUUPA) menjadi Undang-Undang ialah kewenangan Peradilan
Agama mengenai kewarisan. Isu itu yang merupakan kunci apakah RUUPA
tersebut dapat diterima atau tidak untuk disahkan menjadi Undang-Undang,’

Setelah RUUPA itu diterima dan disahkan sebagai Undang-Undang
(UU No. 7 tahun 1989), juga tidak segera dikeluarkan Undang-Undang
tentang kewarisan sebagaimana Undang-Undang Perkawinan atau cukup

dengan Peraturan Pemerintah dulu sebagaimana Peraturan Perwakafan.

8 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam, him. 29-30.

? H. Taufiq, "Prospek ‘Pilihan Hukum’ dan Peradilan Agama”, dalam Mimbar Hukum,
No. II tahun IV/1993, him. 68.



Kompilasi Hukum Islam yang telah lama dirancang hanya dikeluarkan dalam
bentuk Instruksi Presiden (Inpres) yang menurut banyak pihak kurang kuat
dalam perundang-undangan di Indonesia.

Karena Kompilasi Hukum Islam dikeluarkan dalam bentuk Inpres,
maka timbullah beberapa masalah, yang pada garis besarnya terbagi dalam dua
kelompok, yaitu orang yang berpendapat bahwa menggunakan Kompilasi
Hukum Islam tersebut adalah wajib dan yang berpendapat bahwa Kompilasi
Hukum Islam hanya sekedar buku terapan saja.

Keadaan yang demikian tersebut membuat penyusun ingin mengetahui
lebih jauh bagaimana pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan
Agama, terutama dalam menyelesaikan bidang kewarisan setelah berlakunya
Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini, penyusun lebih tertarik untuk mengambil Pengadilan
Agama Sleman sebagai objek penelitian. Alasan utamanya adalah karena
kabupaten Sleman yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama
Sleman termasuk dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta
yang terkenal sebagai kota pelajar dan budaya yang tentunya juga akan lebih
cepat tanggap terhadap perkembangan kebudayaan dan pengetahuan,
khususnya pengetahuan bidang hukum. Selain itu, dalam hal tertentu
khususnya mengenai data keislaman kabupaten Sleman mempunyai beberapa
keistimewaan dibanding kabupaten lain di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta.



Di kabupaten Sleman yang memiliki jumlah | _._iuduk terbesar di
antara kabupaten lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar
penduduknya beragama Islam, serta terdapat UIN Sunan Kalijaga (dulunya
IAIN Sunan Kalijaga), yakni sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dan
yang merupakan institusi pendidikan Islam formal tertua di Indonesia pada
tingkat perguruan tinggi. Institusi yang merupakan sentral dari pendidikan
keislaman ini, tentunya telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam
perkembangan syi’ar Islam di masyarakat sekitarnya, khususnya dalam bidang
hukum Islam.

Dilihat dari banyaknya pusat pendidikan Islam, baik formal maupun
non formal tentunya merupakan nilai tersendini bagi kabupaten Sleman, yang
masyarakatnya sebagian hidup di daerah pusat perkotaan. Lembaga
pendidikan pesantren misalnya, menurut data di Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai tahun sekarang ini
kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang paling banyak memiliki
pesantren dibanding kebupaten lain di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang tentunya pesantren-pesantren tersebut terus berkembang dari tahun ke
tahun.

Keberadaan pesantren-pesantren di kabupaten Sleman ini tentunya
mempunyai andil besar dalam sosialisasi dan pemasyarakatan hukum Islam.
Di lain pihak, pesantren juga mampu menjadi kontrol dan kendali dalam

pelaksanaan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.
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2. Bagaimanakah pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dan
problematikanya serta berbagai pertimbangan hukum lain yang digunakan
oleh para hakim dalam memutuskan perkara kewarisan setelah

diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam pembahasan di
skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan penyelesaian perkara kewarisan yang terjadi di
Pengadilan Agama Sleman setelah berlakunya Kompilasi Hukum
Istam.

b. Untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai
oleh para hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan
perkara kewarisan, berhubungan dengan telah berlakunya Kompilasi
Hukum Islam tersebut.

c. Untuk mencari solusi yang terbaik terhadap pelaksanaan hukum
kewarisan di Pengadilan Agama sehingga tercapai kebenaran yang
obyektif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan yang bersifat teoritis: yaitu Untuk memperkaya hasanah

ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum kewarisan Islam dan

prakteknya di Pengadilan Agama.
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b. Kegunaan secara praktis: yaitu Untuk dapat memberikan sumbangan
atau masukan bagi pemerintah, instansi dan pihak-pihak yang terkait
dalam menyelesaikan masalah kewarisan Islam setelah berlakunya

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Diskursus tentang Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya merupakan hal
yang sudah dibicarakan sejak munculnya gagasan untuk membuat hukum
Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sampai dengan
keluarnya Instruksi Presiden tentang pemberlakuan kompilasi tersebut. Dalam
buku Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum di
Indonesia’® yang ditulis oleh Moh. Mahfud dan kawan-kawan, memuat
tentang berbagai macam pandangan para ahli dan praktisi hukum, khususnya
di lingkungan Peradilan Agama mengenai Kompilasi Hukum Islam. Di sana
akan ditemukan berbagai macam pendapat para pakar, baik mengenai materi
hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, baju hukumnya,
pemberlakuannya dan permasalahan lain yang berkaitan dengan Kompilasi
Hukum Islam. Salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh M.
Yahya Harahap pada tulisannya yang berjudul, “Materi Kompilasi Hukum
Islam”, beliau mengatakan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam sebagai
bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan

% Moh. Mahfud (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan
Hukum Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1993).
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dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui
kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab figh dalam
menegakkan hukum dan keadilan lambat laun akan ditinggalkan dan perannya
hanya sebagai bahan orientasi dan doktrin. '

Demikian pula buku yang berjudul Prospek Hukum Islam Dalam
Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia,"* yang ditulis oleh
Amrullah Ahmad dan kawan-kawan, juga banyak membahas berbagai macam
permasalahan seputar Kompilasi Hukum secara komprehensif. Dalam buku
tersebut, A. Hamid. S. Attamimi melalui tulisannya yang berjudul;
“Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum WNasional”
mengemukakan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam meskipun ditulis,
namun tetap belum merupakan hukum tertulis. Meskipun demikian, karena
sistem hukum nasional Indonesia meliputi hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis, maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam dapat mengisi hukum
umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia
yang beragama Islam."

Pembahasan yang dilakukan Cik Hasan Bisri, dalam bukunya

Peradilan Agama dalam Tatanan Masyarakat Indonesia menekankan pada

Y M Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfudz (ed.),
Peradilan Agama, hlm. 63.

12 Amrullah Ahmad, dkk., (ed.), Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan
Hukum Nasional di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: PP -IKAHA, 1994)

13 A Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum
Nasional”, dalam Amrullah Ahmad, dkk., (ed.), Prospek Hukum Islam., hlm. 227.
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eksistensi Peradilan Agama di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.
Analisis tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi aturan hukum dalam
pemutusan perkara di lingkungan Pengadilan Agama juga tidak lepas dalam
pembahasan buku tersebut. "

Selain buku-buku di atas, buku yang ditulis oleh Thoha Abdurahman
yang berjudul Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengulas persoalan-
persoalan yang substansial seputar Kompilasi Hukum Islam. Dari berbagai
macam buku yang mengulas tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas,
penyusun juga menjumpai jurnal-jurnal yang senantiasa mengulas persoalan-
persoalan hukum, terutama di lingkungan Pengadilan Agama, baik yang
berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam ataupun perkara kewarisanT Di
antaranya adalah jurnal Mimbar Hukum dan Varia Peradilan.

Di samping buku-buku dan jumal-jumal ilmiah yang membahas
Kompilasi Hukum Islam dari berbagai segi, banyak juga skripsi yang
menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pijakan penelitian, atau bahkan
objek penelitian dalam skripsi tersebut. Di antaranya adalah skripsi yang
berjudul Penghalang Kewarisan (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia dengan Undang-Undang Kewarisan Mesir Nomor 77
Tahun 1943) yang ditulis oleh Junaidi. Dalam skripsi ini dijelaskan semua dari
masing-masing hukum yang berlaku baik di Indonesia ataupun di Mesir yang

berkaitan dengan penghalang kewarisan. Setelah menjelaskan kednanya,

W Cik Hasan Bisrd, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, cet. ke-1
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997).
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penyusun kemudian menggunakan pendekatan komparatif untuk
memperbandingkan konsep penghalang kewarisan menurut Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia dan Undang-Undang Kewarisan Mesir Nomor 77 Tahun
1943, dengan melihat persamaan dan perbedaannya dalam membahas pokok
permasalahan dalam penyusunan skripsi tersebut.'

Kajian yang cukup komprehensif tentang Kompilasi Hukum Islam
dilakukan oleh Abdul Mukti dalam skripsi yang berjudul Kedudukan dan
Sosialisai Kompilasi Hukum Islam, yang berusaha menjelaskan tentang proses
penyusunan, sosialisasi dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tata
hukum di Indonesia.'® Kajian yang lain mengenai hukum kewarisan dalam
Kompilasi Hukum Islam, dilakukan oleh Husnul Hadi dalam skripsinya yang
berjudul Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Tentang
Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam), yang di sana diuraikan mengenai hukum
kewarisan yang berlaku, baik itu dengan menganalisis pasal 176 dalam buku
kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam atau bahkan berusaha memunculkan
formula hukum kewarisan baru di Indonesia sebagi bentuk rekonstruksi

hukum kewarisan . /

Y Junaidi, “Penghalang Kewarisan (Studi Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia dengan Undang-Undang Mesir Nomor 77 Tahun 1943),” skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996).

16 Abdul Mukti, “Kedudukan dan Sosialisai Kompilasi Hukum Islam,” skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993).

" Husnul Hadi, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi ':.atang

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (1995).
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Selain itu, penelitian tentang pelaksanaan hukum kewarisan juga
pernah dilakukan oleh Kholis Asy’ari dengan mengambil obyek penelitian di
Pegadilan Agama Bantul, dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Hukum
Kewarisan di Pengadilun Agama Bantul, yang dilakukan pada tahun 1997.
Dalam skripsi ini dijelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama
Bantul, proses pemutusan perkara, dan pertimbangan hukum yang digunakan
oleh para hakim dalam memutuskan perkara.'®

Dari hasil studi pustaka di atas, penyusun belum menemukan
pembahasan yang menggabungkan antara pemberlakuan Kompilasi Hukum
Islam khususnya dalam bidang Kewarisan sekaligus menjelaskan dan
mengkaji pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim dalam
memutuskan perkara kewarisan setelah berlakunya kompilasi tersebut. Oleh
karena itu, penyusun menganggap perlu adanya penelitian yang mengkaji
tentang hal tersebut, sekaligus menjelaskan problematika yang dihadapi di
lingkungan Pengadilan Agama dalam pemberlakuan kompilasi tersebut. Hal
ini ditujukan untuk mengetahui efektifitas Kompilasi Hukum Islam, terutama
dalam mengatasi hal kewarisan, dimana banyak sekali hukum kewarisan yang

berlaku di tengah masyarakat -- khususnya Islam -- Indonesia.

'8 Kholis Asy’ani, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Pengadilan Agama Bantul,” skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).
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E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam dapat berfungsi di dalam masyarakat salah satunya
adalah melalui proses pelembagaan (institutionalization) hukum Islam, agar
menjadi bagian dari suatu lembaga sosial. Pelembagaan adalah merupakan
suatu proses yang di dalamnya norma-norma hukum Islam dapat dengan
mudah diketahui, dipahami, dinilai, dihargai, dijiwai dan ditaati oleh bagian
terbesar warga masyarakat.'” Manusia akan menghargai hukum Islam kalau
dia benar-benar menjamin kemaslahatan hidupnya di dunia dan akhirat,
karena dalam hubungannya dengan hukum, manusia dapat menjadi subjek
hukum karena ia mempunyai hak dan sekaligus ia dapat juga menjadi objek
hukum karena ia mempunyai kewajiban. Hak dan kewajiban itu timbul dari
hubungan manusia dengan Tuhannya.*

Pada dasarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 secara organik
menghendaki agar masyarakat memahami hukum yang hidup dalam diri dan
lingkungannya, dalam pengertian memahami kaidah-kaidah normatif yang
terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama bagi mereka yang
beragama Islam. Dengan demikian, mereka akan menjadi tahu dan kemudian
akan menumbuhkan keyakinan akan manfaat hukum yang telah dikenal dalam

diri dan lingkungannya itu dan selanjutnya akan membentuk sikap sesuai

' Syechul Hadi Permono, “Sosialisasi Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam”, dalam Mimbar Hukum, No. 5 tahun 111/1992, him 22.

% Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya (Jakarta: Bulan Bintang,
1968), him. 22.
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dengan manfaat hukum tadi serta pada akhirnya akan membutuhkan kaidah-
kaidah hukum normatif yang dimaksud sebagai pedoman tingkah laku hukum
pada satu segi dan sebagai pedoman penyelesaian masalah dalam bidang
tertentu pada segi yang lain.?'

Kalau diperhatikan Inpres No. 1 Tahun 1991 tersebut ditindaklanjuti
oleh Keputusan Menteri Agama No. 157 tanggal 22 Juli 1991 yang antara lain
menyatakan agar seluruh instansi Departemen Agama dan instansi lainnya
dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di
samping peraturan perundang-undangan yang lainnya.22

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya memuat hukum
kewarisan masih mengundang banyak masalah mengingat baju yang dipakai
hanyalah Instruksi Presiden (Inpres). Karena dalam tata urutan perundangan di
Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Tap. No. XX/MPRS/1966, Inpres
berkedudukan jauh di bawah undang-undang. Padahal hakim hanya terikat
oleh undang-undang?’

Namun demikian, segala perkara yang diajukan kepada pengadilan

tidak boleh ditolak, sekalipun hukumnya tidak jelas. Pada pasal 14 Undang-

2! Editorial, Mimbar Hukum, No. 4 tahun I1/1991.

2 H. Taufiq, "Prospek ‘Pilihan Hukum’ dan Peradilan Agama”, dalam Mimbar Hukum,
No. II tahun IV/1993, him. 68.

B Mohammad Fajrul Falah, “Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia”,
dalam Moh.Mahfudz (ed.), Peradilan Agama, him. 30.
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Undang No. 1 Tahun 1970 menyebutkan: “Pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa
dan mengadilinya.”

Larangan untuk menolak memeriksa ini disebabkan adanya anggapan
bahwa hakim tahu akan hukumnya (ius curia novit). Kalau sekiranya ia tidak
dapat menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.** Inilah yang
dinamakan ijtihad hakim, yang Allah sendiri akan memberikan pahala

sekalipun ijtihad itu salah.

Agarls WS (S 13 O el 4B Ol fagamls (STUL) (S 13)

y s L f £,
o);r\ﬂi’\.‘d.’;\;
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Di dalam penggalian hukum, hakim tetap harus terlepas dari campur
tangan siapapun, termasuk pemerintah, asalkan tidak melenceng dari undang-
undang. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun

1970 yang berbunyi: ”Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh

** Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberti, 1988),
hlm. 91.

¥ Imam al-Bukhori, Matn al-Bukhariy, cet. ke-1 (Beirut : Dar al-Fikr, 1995 M./1415 H.),
IV : 312. Hadis diriwayatkan oleh Sahabat ‘ Amr ibnu ‘As
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fihak-fihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal

yang tersebut dalam Undang-Undang tersebut.”

Secara umum dapat dikatakan, bahwa ketentuan mengenai hukum
kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap
mendominasi garis-garis hukum fara’id Warna pikiran yang bisa dikatkan
gat i agak dominan dalam perumusannya. Seluruhnya hampir memedomani
garis perumusan n4s yang terdapat dalam al-Qur’an. Perumusan yang bersifat
kompromistis dengan ketentuan nilai-nilai hukum adat, juga kurang nampak.
Meskipun pada satu sisi landasan semangat perumusannya telah mendekati
sistem kekeluargaan parental atau bilateral, seperti yang terdapat dalam
sistem kekeluargaan yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada
kenyataannya sifat kompromistis yang dianut Kompilasi Hukum Islam dalam
masalah warisan lebih mengarah pada sikap modifikasi secara terbatas.?®

Sifat modifikasinya benar-benar selektif dan hati-hati. Oleh karena itu,
terobosan yang dijumpai tidak sangat jelas. Bahkan ada yang menganggap
langkah surut jika dibandingkan dengan ketentuan hukum Adat dan hukum
Barat. Langkah surut ini terutama didakwakan kelompok yang terbiasa
menghayati faham emansipasi kaum wanita yang dengan gigih membela dan
menegakkan persamaan hak dan derajat antar laki-laki dan perempuan dalam

pembagian harta warisan. o

% M. Yahya Harahap, “Informasi Materi KHI : Mempositifkan Abstraksi Hukum Istam”,
dalam Mimbar Hukum, No. 5 tahun 111/1992, him.53.

27 Ibid.
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Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengatur besarnya porsi antara
anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Kalau diamati
Kompilasi Hukum Islam berpegang secara gar 7 atas ketentuan surat an-Nisa
(4) ayat 11. Ditetapkannya bagian laki-laki dua kali lebih banyak dari pada
bagian perempuan mempunyai hikmah yang besar. Sebagaimana diketahui
bahwa laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah istri dan anak-anaknya
menurut syara’. Tetapi pada zaman yang semakin modern ini peran wanita
telah banyak mengalami pergeseran, banyak job-job yang dulu hanya diduduki
oleh laki-laki sekarang dapat diduduki oleh perempuan, seperti presiden,
direktur, hakim, dan lain-lain. Namun demikian, syara’ telah menetapkan
kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya, adapun
perempuan sifatnya hanya membantu dan berkewajiban mendidik anak-anak
dan keluarganya *®

Pada pasal 177 bab III berbunyi sebagai berikut: “Ayah mendapat
sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah
mendapat seperenam bagian.” Menurut ketentuan hukum waris Islam, ayah
bukan mendapat sepertiga, tetapi ‘asobah dan yang mendapat sepertiga adalah
ibu. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 11, Allah menjelaskan bagian
masing-masing ayah dan ibu yang mendapat seperenam jika si mayit
meninggalkan anak, jika si mayit tidak meninggalkan anak, maka ibu

mendapatkan sepertiga bagian, sedangkan ayah tidak disebutkan bagiannya.

28 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu (Bairut : Dar al-Fikr, 1984

M/1414 H), 11 : 264 - 265.
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Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa bagian ayah adalah sisa (“asobah)
dari bagian ibu, yaitu dua pertiga bagian.*’

Pada pasal 185 bab Il menyebutkan : “Ahli waris yang meninggal
lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukahnya dapat digantikan oleh
anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.*° Dalam masalah
ahli waris pengganti, terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tidak
tepat dan tidak setuju dengan adanya ahli waris pengganti. Karena cucu laki-
laki dari anak laki-laki itu termasuk ahli waris yang mempunyai bagian
tersendiri, bukan ahli waris pengganti. Akan tetapi, ada juga yang
memperbolehkannya seperti halnya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum
Islam.

Keberanian Kompilasi Hukum Islam merumuskan ahli waris pengganti
dan kemungkinan pemberian hak yang berimbang antara ahli waris laki-laki
dan wanita atas dasar asas kesepakatan (pasal 183), menerobos kelangsungan
watak figh yang serba khilafiyah, menjadi gejala yang merangsang tumbuhnya

pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum.*'

?® Muhammad Ali as-Sabuni, a/-Mawaris 17 asy-Syari’at al-Islamiyah, cet. ke-3 (Bairut:

Alam al-Kutub, 1985 M/1415 H), him. 64.

a)
b)

39 Dalam pasal 173 disebutkan bahwa, gugur hak untuk menjadi ahli waris disebabkan :
Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat kepada
pewaris,

Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan
kejahatan yang diacam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

31 Abdul Ghani Abdulah, “Kehadiran KHI dalam Hukum Indonesia”, dalam Tim

Ditbapera, Beberapa Pandangan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993),
hlm. 73.
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Jadi meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak berbentuk Undang-
Undang melainkan turun melalui Inpres, akan tetapi produk pemerintah ini
sangat membantu hakim-hakim Peradilan Agama. Maka mereka tidak perlu
lagi mencari-cari lagi rujukan untuk putusan-putusan yang mereka ambil,
karena sudah ada rujukan resmi.*?

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang penyusun pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian lapangan (field research) dengan mengambil Pengadilan Agama
Sleman sebagai tempat penelitian.

2. Sifat Penelitian
Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis,”® yaitu menggambarkan
suatu objek kemudian dianalisa untuk memperoleh keabsahan terhadap

masalah yang diteliti. Oleh karenanya dalam skripsi ini tidak sekedar

3 Ismail Hasan, “Relevansi dari Peranan Hukum Islam dalam Pelaksanaan hukum di
Indonesia”, dalam Amrullah Ahmad, dkk., (ed.), Prospek Hukum Islam., hlm. 376.

* Diskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala

atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu - ~*-'a/frekuensi,
adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat  alisis adalah
jalan yang dipakai untuk mendaptkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan menga.....n perincian
terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan
pengertian yang lainnya untuk memperoleh kejelasaan mengenai halnya. Sudarto, Metode
Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 47.
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menyusun dan menyimpulkan data, tetapi juga meliputi analisis dan
Interpretasi.
3. Pendekatan Masalah
Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji
permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekétan sebagai berikut :
a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang mengacu pada perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-
Qur’an, Sunnah Nabi, ijtihad ulama dan kaidah-kaidah usu/iyah.
4. Teknik Pengumpulan Data
Mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian
lapangan (field research) dengan mengambil Pengadilan Agama Sleman
sebagai tempat penelitian, maka pengumpulan data yang diperlukan
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Observasi,’® yaitu pengamatan langsung pada obyek yang akan
diteliti, dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman.
b. Interview,” yaitu wawancara atau meminta pendapat secara langsung

kepada beberapa hakim di Pengadilan Agama Sleman yang dianggap

3 Observasi atau yang sering juga disebut dengan pengamatan langsung, meliputi

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Lihat
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-11 (Jakarta: PT.
Rineka Ilmu, 1998), him, 146.

¥ Interview atau sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner fisan, adalah

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari
terwawancara. /bid., him. 145.
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mengetahui permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan pokok
permasalahan yang ada.

c. Dokumentasi,’® yaitu usaha untuk mengumpulkan data dengan jalan
meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperluakan
khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Dalam mengalisa data, penyusun terlebih dahulu mengumpulkan
data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan
kesesuaian dengan tema yang diangkat, mengklarifikasi dan
mensistematisasi data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Pada
tahap selanjutnya, kemudian menganalisa data yang berkaitan dengan tema
dan pokok permasalahan yang diangkat.

Analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini,
adalah metode analisis kualitatif >’ dengan metode berpikir induktif *® dan
deduktif. Metode berpikir induktif, yaitu setelah penyusun memperoleh
data tentang perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sleman dan data

tersebut telah terkumpul dengan lengkap, maka akan dilanjutkan dengan

3 Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku,
majalah-majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. /bid., him. 149.

37 Analisis Kualitatif yaitu cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan

angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap
data yang penyusun inginkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman
Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Pres, 2004), him. 75.

3% Metode berpikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat

khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum. Sutrisno Hadi, Metodologi
Research, cet. ke-27 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), him. 42.
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menganalisa data tersebut dengan berangkat dari fakta yang bersifat
khusus, kemudian dari fakta itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat
umum. Sedangkan metode berpikir deduktif, yaitu analisa data yang
berangkat dari fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan
yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, maka dalam
uraiannya dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan.
Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi landasan operasional bab-
bab berikutnya. Dalam bab ini dipaparkan mulai dari latar belakang masalah,
sampai munculnya pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoretik, pendekatan dan metode penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, pada bab kedua
dibicarakan pula tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum kewarisan di
dalamnya. Dalam bab ini secara sistematis dijelaskan mengenai pengertian
Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam,
landasan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan menurut
Kompilasi Hukum Islam, dan komentar hakim pengadilan Agama Sleman
terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Setelah menjabarkan obyek dan perangkat penelitian, lalu dihahas
pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dalam bab ketiga dijelaskan tentang

penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sleman setelah
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berlakunya Kompilasi Hukum Islam. Bab ini memuat tentang sejarah dan
perkembangan Pengadilan Agama Sleman, kompetensi Pengadilan Agama
Sleman, pedoman penyelesaian perkara dengan Kompilasi Hukum Islam,
perkara kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman tahun 1995 -
2000, dan gambaran kasus dalam setiap perkara.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan hukum
kewarisan di Pengadilan Agama Sleman, yang meliputi: pencantuman dasar
hukum Kompilasi Hukum Islam dalam setiap perkara, dasar penetapan hukum
selain dari Kompilasi Hukum Islam, nasib Zawil arham, dan problematika
pemberiakuan hukum kewarisan Islam di Pengadilan agama.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari
pembahasan bab-bab sebelumnya, kemudian ditambah dengan saran-saran

yang penyusun ajukan kepada para pembaca.[]
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dan pembahasan yang telah penyusun uraikan di atas, yakni mengenai

proses pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan di

Pengadilan Agama, yang dalam penelitian ini penyusun mengambil spesifikasi

Pengadilan Agama Sleman dari mulai tahun 1995 sampai tahun 2000 sebagai

obyek penelitian, maka dapat ditarik kesimpulaan bahwa:

1. Dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sleman,
pada umumnya para hakim merujuk kepada Kompilasi Hukum I[slam
sebagai bahan pertimbangan hukum apabila perkara tersebut sudah diatur
di dalamnya. Hal tersebut tentunya tanpa menafikan kebebasan dan
kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan,
memandulkan kreatifitas dan penalaran, serta menutup pintu dalam
mengambil rujukan lain sebagai pertimbangan hukum selain dari
Kompilasi Hukum Islam.

2. a. Masih terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan Kompilasi Hukum
[slam dalam sistem perundang-undangan Indonesia, akan tetapi para
Hakim Agama tetap sepakat bahwa Kompilasi Hukum Islam bisa
diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, walai un bentuk
pemberlakuannya juga masih terdapat perbedan pendapat. Dan dalam
masalah-masalah tertentu di bidang kewarisan, para hakim di Pengadilan

Agama Sleman juga belum ada kesatuan pendapat, sehingga bisa sedikit

RN
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berdampak dalam proses membangun kepastian hukum khususnya
bidang kewarisan di lingkungan Peradilan Agama.

b. Dalam pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di bidang kewarisan di
Pengadilan Agama Sleman, para hakim tidak meninggalkan kebebasan
dan kemandiriannya dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Artinya
bahwa, walaupun sudah ada rujukan Kompilasi Hukum Islam, para
hakim tidak memandulkan kreatifitas dan penalarannya, serta menutup
pintu dalam mengambil rujukan lain sebagai dasar pertimbangan hukum
dalam memutuskan perkara.

c. Problematika yang dihadapi dalam pemberlakuan Kompilasi Hukum
Islam dalam bidang kewarisan sangatlah komplek. Dari mulai kurangnya
kesadaran pada umat Islam untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam
yang tentunya dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor, sampai
pada permasalahan perangkat hukum untuk menyelesaikan perkara

kewarisan yang ada di Peradilan Agama.

B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun ingin memberikan
saran-saran sebagai benkut:
1. Segenap praktisi dalam bidang hukum Islam, pemerintah dan komponen
lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum Islam di lingkungan
Peradilan Agama hendaknya menyadari bahwa bahwa Kompilasi Hukum

Islam masih jauh dari sempurna, sehinggga perlu ada banyak pembenahan,
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baik dari materi Kompilasi Hukum Islam itu sendiri ataupun perangkat
hukum lain yang berkaitan dengannya.

. Keberadan Kompilasi Hukum Islam yang saat ini baju hukumnya masih
menggunakan Inpres hendaknya bisa ditingkatkan menjadi undang-undang
setelah diadakan perbaikan sehingga memantapkan para hakim dalam
mengambil pertimbangan hukum dari Kompilasi Hukum Islam tersebut.

. Perbaikan Kompilasi Hukum Islam di bidang kewarisan juga terasa amat
diperlukan terutama pada persoalan-persoalan yang sering menimbulkan
perbedaan pendapat di kalangan para hakim, schingga mampu
menghilangkan atau meminimalisir putusan hakim yang berdisparitas
dalam lingkungan Peradilan Agama khususnya dalam menangani perkara
bidang kewarisan.

. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu usaha
untuk mempositifkan abstraksi hukum Islam, tentunya dimaksudkan
supaya para Hakim Agama memperoleh kemudahan dalam mencari
rujukan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara. Oleh karena 1tu,
Kompilasi Hukum Islam yang diharapkan mampu menjadi hukum material
di lingkungan Peradilan Agama, pada pelaksanaannya belum cukup
memadai dalam mengatasi permasalahan-permaslahan khususnya dalam

bidang kewarisan, sehingga memerlukan pembenahan lebih lanjut.[]
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BIOGRAFI ULAMA

1. Abdurrahman ‘

Dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Juni 1949. Beliau alumni
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kemudian
melanjutkan pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia bidang studi
llmu Hukum, Selain itu, beliau juga pernah mengikuti Training Inventarisasi
Yurisprudensi (FH Unpad, 1976), Penataran Pengacara Muda (LBH Jakarta,
1976), Manajemen Penelitian (Unlam, 1977), Penelitian Hukum (BPHN,
1980), Penelitian Hukum Lanjutan (BPHN, 1980) Kursus Dasar Amdal
(Lembaga Ekologi Unpad, 1983) dan lain-lain. ‘

Beliau juga menjabat sebagai dosen tetap untuk FH Unlam dan dosen luar
biasa untuk Fakultas Syari’ah JAIN Antasari. Selain ity, beliau juga menjabat
sebagai Ketua Pusat Studi Hukum Tanah FH Unlam, penasihat Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unlam, anggota Pusat Studi Wilayah dan
Lingkungan Hidup Unlam, anggota Tim Pengkajian Hukum Adat BPHN

- Departemen Kehakiman dan lain-lain, Beliau juga menulis artikel dan buku
dalam bidang hukum.

2, Abdul Gani Abdullah

Dilahirkan di Ngali (Nusa Tenggara Barat), pada tanggal 17 Agustus 1956.
Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia Jakarta pada
tahun1971 dengan skripsi "Masalah Peradilan Agama di Indoneisa”. Selain itu,
beliau pernah mengikuti Pendidikan Latihan Penelitian Agama (1977) di
Jakarta, Kursus Erasmus Huis Jakarta (1978/1979), melanjutkan kuliah di
program Pasca Sarjana bidang studi Ilmu Hukum Islam di Universitas
Indonesia (1983), mengikuti Turpadnas kerjasama Depag dengan
Pangkopkamtib dan Lemhanas, dan memperoleh gelar doktor dari IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta (1987).

Selain dari itu, beliau juga mengajar di berbagai sekolah dan perguruan
tinggi, di antaranya dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak t/ un 1976),
dosen program Pendidikan Calon Hakim. Pengadilan Agama di IAIN Jakarta
dan Bandung, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1989
dan beliau termasuk anggota penyusun Kompilasi Hukum Islam kerjasama
antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung,

3. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Beliau
adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai
Ketua Jurusan Filsafat pada Universitas yang sama. Setclah menamatkan
studinya di PTAIN Yogyakarta (1956), beliau melanjutkan studinya ke
Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Fakultas Dar &/-Ulum sampai mendapat
gelar MA., dalam bidang Dirasah Islamiyah pada tahun 1965.

Di samping mengajar di UGM, beliau juga menjadi dosen luar biasa di
Ull, UMY serta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga mejadi MUI
pusat di Jakarta, Ketua Pimpinan Pysat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Ketua
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Umum Muhammadiyah Anggota Lembaga Figh Islam Organisasi Konfrensi
Islam (OKI) wakil Indonesia di Jeddah, Karya-karyanya yang telah beredar
yaitu: Garis Besar Sistem lkkonomi [slam (1981), Musalah Imamah dalam
Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Citra Masyarakat
Muslim (1984) dan Hukum Perkawinan Islam (1977). Pada tahun 1993 beliau
wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

4. As-Sayyid Sabiq
Beliau adalah guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, teman sejawat
ustadz Al-Bana seorang Mursyidul ‘Am dari Partai Tkhwanul Muslimin di
- Mesir. Beliau salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali
kepada al-Qur'an dan Sunnah. Beliau terkenal sebagi ahli hukum Islam yang
sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam.
Karyanya yang terkenal adalah Figh Sunnah.

S. Hasbi Ash-shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret
1908. Pendidikannya dimulai dari Dyah (pesantren) ayahnya sendiri, Qadi Cik
Husain. Sejak usia delapan tahun beliau pergi ke pesantren. Beliau belajar
tulisan latin dari temannya Teungku Muhammad dan pernah belajar di Al-
Irsyad Surabaya selama satu setengah tahun. Di samping itu, beliau juga aktif
dalam berbagai organisasi dan pernah menjadi ketua Islamieten Bond
Lhoksumawe tahun 1925. Dalam dunia perguruan tinggi dimulai dari
tahun1951, sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN, Kemudian diangkat
menjadi dosen tetap PTAIN Yogyakarta, dan pada tahun 1960 beliau diangkat
menjadi guru besar dalam Ilmu Hadis.

Pada hari diresmikannya IAIN tanggal 24 Agustus 1960, beliau diangkat
menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun 1972, Beliau wafat pada
tahun 1975 saat akan berangkat haji di karantina haji Jakarta. Karya beliau
banyak sekali, antara lain: Penganiar Hadis (8 jilid), Pokok Dirayah (2 jilid),
limu-ilmu Al-Qur'an, Filsafat Hukum Islam, dan lain-lain.

6. Hazairin
Lahir di Bukit Tinggi (Sumatra Barat) pada tahun 1906. Sekolahnya
dilalui dengan cukup briliyan. Tahun 1935 ia menamatkan pelajaran pada
Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta. Gelar Doktornya diraih dalam bidang llmu
Hukum, setelah mempertahankan Thesisnya yang berjudul "De Rejang". Thesis
ini membicarkan adat istiadat orang Rejang di Bengkulu. Di samping
penyelidikannya itu, beliau diangkat menjadi asisten hukum adat.

7. Imam Bukhari
Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail, lahir di Bukhara
pada 13 Syawal 194 H. (21 Juli 801 M.), cucu seorang Persia bernama
Bradizbat. Beliau mulai mempelajari hadis' pada usia sebelas tahun, Pada usia
delapan belas tahun, beliau telah menulis sebuah buku, Kazayai Sahaya wa
Taba'in dan hafal 15.000 hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya
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monumentalnya adalah a/~Jami' al-Sélih, atau lebih terkenal sebagai Sahih
Bukhari, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis' Islam besar.

8. Muhammad ‘I'ahir Azhary

Lahir di Palembang pada tanggal 12 Mei 1939, memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Jurusan Hukum Internasional) dari Universitas Indonesia tahun 1968.
Beliau melanjutkan studinya pada Institutem of Islamic Studies McGile
University, Montreal, Canada untuk program MA (tahun 1973-1975), Peserta
Sandwich Program di Leiden (1989-1990) dengan sponsor Nederlandse Raad
voor Juridische Samenwerking met Indonesie, dalam rangka menyelesaikan
penelitian untuk desertasinya. Beliau memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu
Ilukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 9 Maret 1991, dengan desertasi
yang berjudul "Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat
dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan
Masa Kini."

Karimya diawali sebagai guru di Jakarta, kemudian sebagai pegawai
Televisi Republik Indonesia (TVRI) Senayan Jakarta. Sejak tahun 1968 sampai
sekarang sebagai pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

9. M. Yahya Harahap

Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia, alumni Fakultas Hukum
Universitas Sumatra Utara (1960). Karya-karya yang telah beliau hasilkan
- antara lain: Islam Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan Islam
(1975), Segi-segi Hukum Perjanjian (1982), dan masih banyak lagi karyanya
yang lain. Selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam,
Hukum Adat, Acara Pidana, Perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar

dan simposium,

10. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Lahir di kota Dar
'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan
pendidikan ibtidaiyah dan sanawiyah dengan predikatt mumtaz, beliau
meneruskan pendidikan di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, Kairo.
Kemudian beliau belajar ilmu hukum dan mendapat gelar dari Universitas 'Ain
Syam. Gelar doktornya beliau peroleh pada tahun 1963 di Universitas al-Azhar,
Kairo.

Karya-karyanya antara lain: a/-Wasit 7 Usul al-Islami, al-Figh Islami wa
Adillatuhu, Tafsir al-Munir ff al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj.[)
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